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ABSTRAK 
 
ALKHAISAR JAINAR IKRAR, Analisis Yuridis Penerapan Sistem 
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Di 
Kabupaten Bulukumba, dibimbing oleh Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM. dan 
Dara Indrawati, S.H., M.H. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Majelis Hakim dalam 
menerapkan sanksi pidana terhadap putusan nomor 182/Pid. B /2012/PN.BLK 
tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba, pertimbangan 
hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana  terhadap  putusan 
nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di 
Kabupaten Bulukumba serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi  
dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalagunaan Narkotika putusan 
nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK Kabupaten Bulukumba. 
Responden penelitian adalah Pengadilan Negeri Bulukumba. Data terdiri 
atas data primer yang diperoleh melalui peneltian langsung dilapangan serta 
wawancara  dan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari 
literatur-literatur serta perundang-undangan yang berkaitan materi penelitian. 
Analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif melalui penelitian langsung 
terhadap fakta-fakta di lapangan kemudian dikaitkan dengan penelitian 
kepustakaan serta aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
materi penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan diketahui bahwa 
penerapan sanksi pidana yang dilihat dari hukum pidana meteril yang dijatuhkan 
oleh majelis hakim dalam putusan nomor 182/PID.B/2012/PN.BLK, tentang 
tindak pidana penyalagunaan narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dan Pasal 127  ayat (1) huruf  UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika sudah tepat digunakan oleh majelis hakim. Selanjutnya 
penerapan sanksi yang dilihat dari hukum formil sudah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Untuk selanjutnya 
hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara 
yaitu fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa keadilan 
hakim yang mengacu pada yurisprudesi serta ketentuan hukum yang mengatur 
tentang perkara  yang ditangani, dalam hal ini Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127  ayat (1) huruf  UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
telah mempertimbangkan pada beberapa hal, baik hal-hal yang memberatkan, 
serta hal-hal yang meringankan terdakwa. Hambatan-Hambatan yang dihadapi 
dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika sesuai 
dengan Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.Blk) yaitu tidak adanya Rumah Sakit 
atau panti rehabilitasi tertentu yang ditunjuk sebagai tempat rehabilitasi bagi 
pemakai narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. 
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ABSTRACT 
 
ALKHAISAR JAINAR Pledge, Juridical Analysis Implementation Punishment 
System Crime Against Perpetrators misuse of Drugs in 
Kabupaten Bulukumba, guided by prof. Dr. Aswanto, SH, MH, DFM. and Dara 
Indrawati, SH, MH 
This study aims to determine the panel of judges in applying criminal 
sanctions against the decision 182/Pid numbers. B / 2012/PN.BLK about drug 
abuse offenders in Bulukumba, legal consideration by the judges in applying 
criminal sanctions against the ruling 182/Pid.B/2012/PN.BLK number of actors in 
Bulukumba drug abuse and to investigate barriers obstacles encountered in law 
enforcement to address the abuse of narcotics verdict Bulukumba 
182/Pid.B/2012/PN.BLK numbers. 
The respondents were Bulukumba District Court. The data consists of 
primary data obtained through the course of a study directly in the field as well as 
interviews and secondary data obtained through a literature review of the literature 
and legislation related research materials. Data analysis was descriptive and 
qualitative analysis through direct study of the facts on the ground and then 
associated with the research literature as well as the rules of law relating to 
materials research. 
Based on the results of research and analysis, it is found that the 
application of criminal sanctions of criminal law material seen handed down by 
the judges in the verdict 182/PID.B/2012/PN.BLK numbers, on the crime of abuse 
of narcotics is in conformity with the applicable regulations as stipulated in 
Article 112 paragraph (1) of Law No.. 35 of 2009 on Narcotics and Article 127 
paragraph (1) of Law No. letter. 35 of 2009 on Narcotics have been appropriately 
used by the judges. Furthermore, the application of sanctions is seen from the 
formal law is in conformity with the applicable provisions as set forth in Section 
197 Criminal Procedure Code. To further matters to be considered judges decide a 
case in which the facts that exist in the trial judge and by a sense of justice that 
refers to yurisprudesi and laws governing cases handled, in this case Article 112 
paragraph (1) Law No.. 35 of 2009 on Narcotics and Article 127 paragraph (1) of 
Law No. letter. 35 of 2009 on Narcotics. Furthermore, the panel of judges prior to 
convict the defendant Ilhamsyah Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
have considered at some point, whether the aggravating factors, as well as things 
that relieve the defendant. Obstacles encountered in law enforcement to tackle 
drug abuse in accordance with Decision No. 182/Pid.B/2012/Pn.Blk) is no one 
hospital or rehab certain designated as a place of rehabilitation for drug users to 
undergo treatment and/or treatment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari 
penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di 
dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi .Tindak 
pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum 
yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor 
182/Pid.B/2012/PN.BLK.. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan 
beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
penyalahgunaan Narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang 
Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang 
perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum 
pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa 
pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi 
sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang. 
Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan 
penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di 
Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan 
menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang 
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bertujuan untuk restrorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan 
pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di 
Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara. Tratment sebagai 
alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai dan pecandu penyalahgunaan 
Narkoba sebagai korban peredaran gelap Narkoba sangatlah tepat untuk 
digunakan dari pada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan 
pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan 
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba berdasarkan tujuan 
tratment lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada 
perbuatannya sehingga alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi 
tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) daripada 
penghukuman. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan 
dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan  pada korban 
adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan 
rehabilitasi. Sedangkan pendekatan retributif melegitimasi pemidanaan 
sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. 
Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam 
masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan 
pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga 
pemidanaan mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan. 
Tujuan dari restrorative justice berdasarkan tratment pada penerapan 
sistem pemidanaan penyalahgunaan Narkoba sebagai bahagian dari politik 
kriminal disebabkan pertimbangan pelaku merupakan korban peredaran gelap 
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Narkoba yang memerlukan langkah-langkah menanggulangi dampak negatif 
penyalahgunaan Narkoba yakni candu dan ketergantungan. Penanggulangan 
dampak negatif bagi pelaku meliputi tindakan mengobatan berupa rehabilitasi 
dengan memisahkan pelaku penyalahgunaan Narkoba dengan pelaku 
kejahatan-kejahatan lainnya pada sistem pemasyarakatan. Arti pentingnya 
penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah 
pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini 
disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkoba merupakan korban dari 
peredaran gelap Narkoba. Di samping itu untuk menanggulangi kelebihan 
kapasitas infrastruktur lembaga pemasyarakatan, misalnya persentase 
narapidana Narkoba yang setiap tahun meningkat. Tingginya persentase 
narapidana Narkoba membuat sejumlah kalangan meminta sistem pemidanaan 
narapidana Narkoba dikaji ulang. Hakim diminta tidak serta-merta memvonis 
pidana penjara, tetapi dapat menggantinya dengan perintah rehabilitasi.  
Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai 
sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas 
lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap 
Narkoba, untuk itu kerangka yurudis yang telah ada di dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009  seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus 
pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54   Undang-Undang Narkotika 
menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalagunaan Narkotika 
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu,  
4 
 
hakim yang memeriksa perkara pencandu narkotika dapat memutuskan untuk 
memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis  dan 
rehabilitasi sosial, apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
narkotika.  
Perkembangan sistem peradilan di Indonesia khususnya penjatuhan 
sanksi berupa perintah untuk pengobatan dan perawatan bagi pecandu 
Narkotika sangat minim. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bambang 
Sumardiono sebagai berikut: 
“Sedikitnya hakim yang memerintahkan pidana rehabilitasi. Selama 
bertugas ia hanya menemui empat putusan hakim yang merekomendasikan 
terpidana masuk ke panti rehabilitasi”. 
 
Putusan Hakim yang sangat minim untuk memutus pecandu dengan 
perintah rehabilitasi di Indonesia tentunya berakibat terhadap efektifitas 
peraturan perundang-undangan Narkoba, ditambah lagi dengan tidak satupun 
kasus yang divonis oleh Hakim untuk direhabilitasi. Hal ini dibuktikan dengan 
Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memvonis seluruh pelaku baik 
pengedar maupun pemakai diperintahkan untuk menjalani hukuman di Lapas 
tanpa satupun kasus yang diperintahkan untuk direhabilitasi, adapun alasan 
pertimbangan Hakim sebagai berikut: 
”Secara kebetulan hingga saat ini belum ada, semua pemakai/pecandu 
masih dijatuhi pidana sedang hukumannya berkisar antara 3 bulan sampai 1 
tahun dan 6 bulan (11/12 Tahun), tergantung bobot kesalahan, jenis narkotika 
yang dipergunakan dan jumlah narkotika yang dikosumsi. Dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pengobatan dan rehabilitasi diatur 
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dalam Bab IX tentang pengobatan dan rehabilitasi, Pasal 53 sampai dengan 
Pasal 59 rumusan Pasal-pasalnya sudah mencukupi hanya yang perlu diteliti 
adalah apakah dalam praktek dilapangan sudah siap menerima penetapan, 
keputusan dan perintah Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54”. 
Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi 
pencandu Narkotika dan ketergantungan Psikotropika disebabkan oleh 
berbagai faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika 
akan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman 
untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya UU 
Narkotika mengatur barang siapa memiliki, menyimpan, atau menguasai 
narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara 
untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.. 
Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat 
dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim di dalam memutus perkara 
Narkoba didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila 
dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan 
pemakai di dalam UU Narkoba diancam sanksi pidana. 
Dari apa yang diuraikan di atas, beberapa hal yang menjadi 
pertimbangan dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan, “bahwa sistem pemasyarakatan 
adalah merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga 
Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak 
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mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. 
Berdasarkan permasalahan di atas , sehingga hal inilah yang 
mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan penetapan judul 
“Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba Di Kabupaten Bulukumba 
(Studi Kasus Putusan Nomor 182/Pid. B /2012/PN.Blk)” 
B. Rumusan Masalah 
Identifikasi masalah dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan 
apakah yang menjadi masalah dalam penelitian . Melalui identifikasi akan 
dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah  majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap 
putusan nomor 182/Pid. B /2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan 
Narkoba di Kabupaten Bulukumba? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
menerapkan sanksi pidana  terhadap  putusan nomor 
182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di 
Kabupaten Bulukumba? 
3. Bagaimanakah  hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam penegakan 
hukum untuk mengatasi penyalagunaan Narkotika putusan nomor 
182/Pid.B/2012/PN.BLK Kabupaten Bulukumba? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat  Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini 
adalah: 
a. Untuk mengetahui majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana 
terhadap putusan nomor 182/Pid. B /2012/PN.BLK tentang pelaku 
penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
menerapkan sanksi pidana  terhadap  putusan nomor 
182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang pelaku penyalahgunaan Narkoba di 
Kabupaten Bulukumba. 
c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam 
penegakan hukum untuk mengatasi penyalagunaan Narkotika putusan 
nomor 182/Pid.B/2012/PN.BLK Kabupaten Bulukumba. 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka 
penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua 
kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang 
hukum pidana menyangkut penerapan tujuan sistem pemidanaan bagi 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan peran aparat penegak 
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hukum khusunya Hakim di dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak 
pidana Narkoba. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam 
pemidanaan pelaku tindak pidana Narkoba yang disesuaikan dengan 
tujuan pemidanaan. 
b. Secara Praktis 
Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat 
penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) 
khususnya Hakim dalam mengambil putusan dengan pertimbangan 
perbuatan pidana dan kepentingan pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
Narkoba, sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan, 
selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para 
pihak yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan 
Narkoba untuk mengambil beberapa rangkaian kebijakan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pengertian Narkotika  
Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson 
Nadaek alam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan 
sebagai berikut :  
“Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, 
lumpuh, dan dungu”.  
 
Menurut Farmakologi medis, yaitu:  
“ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri 
yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor 
(bengong masih sadar namun masih haruis di gertak) serta adiksi”. 
 
Selanjutnya Soedjono D. menyatakan bahwa: 
“narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam 
tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh 
tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan 
(halusinasi)”. 
 
 Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika 
adalah sebagai berikut: 
“Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang 
terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, 
tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga 
terkenal istilah dihydo morfhine”  
Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian 
narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 
tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut: 
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Narkotika adalah: 
a. Bahan - bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3  
b.  Garam - garam dan turunan -turunan dan morfhine dan kokaina  
c. Bahan – bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang 
belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfhine atau 
kokaina yang ditetapkamn oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, 
bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang 
merugikan, sepertimorfina dan kokaina. 
d.  Campuran-campuran yang sedian – sedian mengandung bahan yang 
tersebut dalam huruf a,b, dan c.  
Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau 
yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. 
Bunyi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat 
dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan 
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ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau 
kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. 
Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cendrung 
disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba 
(narkotika dan obat -obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkoba 
menrut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :  
a. Alami, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dai alam, tanpa ada 
proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain  
b. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses 
fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain.  
c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-
an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang 
rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, 
deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain – lain. 
Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para 
pecandu narkoba.  
Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis 
(overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan 
kalangan medis, obat-obatan yang sering disalah gunakan itu dibagi ke dalam 
5 (lima) kelompok yaitu: 
a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphurina, rasa ngantuk 
berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan 
mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek – pendek. 
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Gejala bebas pengaruhnya adalah gambapng marah, gemetaran,  panic 
serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.  
b. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang brefungsi mengurangi 
aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa 
tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.  
B. Penyalahgunaan Narkotika dan Zat adiktif Lainnya 
Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan disebut 
penyalahgunaan narkoba. Sungguh memprihatinkan penyalahgunaan narkoba 
ini yang telah menimpa generasi muda, mulai anak usia SD sampai usia 
perguran tinggi. Mereka yang terkena penyalahgunaan narkoba akan terjadi 
disorientasi emosi, kemauan, maupun disorientasi kordinasi psiko motoriknya. 
Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut:  
a. Coba-coba 
b. Senang-senang. 
c. Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu 
d. Penyalahgunaan 
e. Ketergantungan  
1. Tanda-Tanda Penyalahgunaan Narkotika dan Zat adiktif 
Fisik meliputi: 
a.  Berat badan turun drastis. 
b. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-
hitaman. 
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c. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan 
nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan. Goresan dan perubahan 
warna kulit di tempat bekas suntikan. 
d. Buang air besar dan kecil kurang lancer. 
e. sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. 
Emosi meliputi: 
a.  Sangat sensitif dan cepat bosan. 
b. Bila ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap 
membangkang. 
c. Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau 
berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang di sekitarnya 
d. Nafsu makan tidak menentu 
Perilaku meliputi: 
a. Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya 
b.  Menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. 
c. Sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal keluarga, pergi tanpa 
pamit dan pulang lewat tengah malam. 
d. suka mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan 
menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Begitupun dengan 
barang-barang berharga miliknya, banyak yang hilang 
e. Selalu kehabisan uang. 
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f. Waktunya di rumah kerapkali dihabiskan di kamar tidur, kloset, 
gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat-tempat sepi 
lainnya. 
g. Takut akan air. Jika terkena akan terasa sakit-karena itu mereka jadi 
malas mandi 
h. Sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan, biasanya terjadi pada 
saat gejala “putus zat” 
i. Sikapnya cenderung jadi manipulatif dan tiba-tiba tampak manis bila 
ada maunya, seperti saat membutuhkan uang untuk beli obat. 
j. Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alas an 
k.  Mengalami jantung berdebar-debar. 
l. Sering menguap. 
m. Mengeluarkan air mata berlebihan. 
n. Mengeluarkan keringat berlebihan . 
o. Sering mengalami mimpi buruk. 
p. Mengalami nyeri kepala. 
q. Mengalami nyeri/ngilu sendi-sendi. 
2. Dampak penyalahgunaan narkoba 
Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi 
takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. 
Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan 
psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) 
dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak 
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penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis 
narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi 
pemakai.  
Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, 
psikis maupun sosial seseorang.  
a. Dampak Fisik: 
1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, 
halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. 
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) 
seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 
3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), 
alergi, eksim. 
4.  Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi 
pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. 
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu 
tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. 
6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan 
padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi 
(estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual. 
7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan 
antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan 
menstruasi, dan amenorhoe. 
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8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya 
pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular 
penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini 
belum ada obatnya. 
9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over 
Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk 
menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian  
b. Dampak Psikis: 
1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 
2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.  
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri  
c. Dampak Sosial: 
1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh 
lingkungan. 
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. 
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. 
Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan 
fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa ( sakaw ) bila terjadi 
putus obat ( tidak mengkonsumsi obat pada waktunya ) dan dorongan 
psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa 
gaulnya sugest ). Gejata fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan 
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gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, 
pemarah, dan  manipulati.  
C. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba 
Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-
obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan 
penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. 
Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia 
kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan 
mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.  
Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-
emosional para pemakaianya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam 
jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi 
sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat 
berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. 
Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang 
“wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan 
hidup sehari-hari.  
Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang 
bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun 
sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini 
belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat 
penyalahgunaan narkoba.  
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Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” 
seseorang dalam penyalahgunakan narkoba (BNN-RI,  2009). Ketiga faktor 
tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu 
sendiri.  
1. Faktor Diri  
a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir 
panjang tentang akibatnya di kemudian hari. 
b. Keinginan untuk mencoba-coba kerena penasaran. 
c. Keinginan untuk bersenang-senang. 
d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau 
lingkungan tertentu. 
e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant 
(perangsang). 
f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup. 
g. Mengalami kelelahan dan menurunya semangat belajar. 
h. Menderita kecemasan dan kegetiran. 
i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan 
gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba. 
j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya. 
k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan 
menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan. 
l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, 
dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan. 
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m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. 
o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan 
menimbulkan masalah. 
p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan 
atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba. 
q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.  
2. Faktor Lingkungan  
a. Keluarga bermasalah atau broken home. 
b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau 
penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba. 
c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa 
atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar 
gelap narkoba. 
d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karoeke, dll.). 
e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur. 
f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis. 
g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, 
keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya. 
h. Orang tua yang otoriter, 
i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, 
kurang/tanpa pengawasan. 
j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah. 
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k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian. 
l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara 
pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya 
pengawasan sosial dari masyarakat,kemacetan lalu lintas, kekumuhan, 
pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas. 
m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.  
3. Faktor Ketersediaan Narkoba.  
Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk 
memakai narkoba karena :  
a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli. 
b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli 
masyarakat. 
c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk 
kemasan. 
d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat 
hokum. 
e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap. 
f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa 
membantu bisnis perdagangan gelap narkoba. 
g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi 
pembuatan narkoba. 
h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntugan yang besar. 
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i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yagn kuat dan 
professional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di 
masyarakat. 
Faktor-faktor tersebut memang tidak selalu membuat seseorang 
menjadi penyalahguna narkotika, akan tetapi makin banyak faktor-faktor 
tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna 
narkotika. Penyalahguna narkotika harus dipelajari kasus demi kasus. 
Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan 
tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang 
menyalahgunakan narkotika, karena faktor pergaulan, bisa saja seorang 
anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup kominikatif 
menjadi penyalahguna narkotika. 
D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
 
Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita 
ketemukan dalam Undang-undang narkotika dan Undang-undang 
psikotropika, baik Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku 
sebelumnya, seperti stb, 1927. No. 278 jo No. 536 tentang Ver Doovende 
Middelen Ordonantie dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang 
Narkotika. 
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Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai 
pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar 
penegertian dan penejlasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu 
dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan 
psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. 
Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana 
narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan 
istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana 
yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang 
diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-
Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka 
pidana tidak dapat dijatuhkan.  
Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ Nullum Delicttum 
Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale”, yang pada intinya menyatakan 
bahwa tiada sutau perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan 
Undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan 
istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan 
ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. 
Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana 
maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, 
diantaranya adalah : 
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1. Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah 
penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. 
2. Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan-peraturan 
yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku mausia dalam 
lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang 
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat 
diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu. 
3. Chaerudin, memberikan deginisi hukum pidana yaitu sebagai berikut;  
a. Hukum pidana adalah hukum sansi, denisi ini diberikan berdasarkan 
ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan 
lapangan hukum lain.  
b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai 
perbuata- perbuatan yang dapat dihukum.  
c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai :  
i) Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana 
bagi pelanggannya.  
ii) Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman  
iii) Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya. 
Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat 
dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, 
antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar 
belakang tata nilai (value) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan 
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berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama-
sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok 
manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin 
ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu 
ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati.  
Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana 
merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung 
sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang 
bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak 
pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 
111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.  
Dalam pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
ketentuan pidana dikemukakan  bahwa: 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau  melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) 
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk 
tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 
(satu) kilogram atau melibihi 5 (lima) batang pohon, pelaku di pidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga)  
 
Pasal 117 di sebutkan bahwa: 
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1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikan golongan II 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) kilogram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Selain itu Pasal 122 juga disebutkan bahwa: 
 
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotikan golongan III 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan 
paling lama 7 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) kilogram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana 
penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan 
pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan 
status badan hukum. 
E. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba 
Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba tidak dapat 
dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di 
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Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan 
operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan 
berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Narkotika. Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan 
menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah 
pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang 
terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah 
pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua 
pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru 
dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan 
mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori 
tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada 
perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa 
pandangan.  
Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual 
yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama 
lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian 
(utilitarian view). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai 
ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga 
masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai 
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pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab 
moralnya masing-masing”.  
Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-
looking). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 
kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin 
dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan 
dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di 
pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan 
berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat 
pencegahan (detterence). 
Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan 
menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; 
dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa 
pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan 
sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu 
sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana 
dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang 
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 
orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan 
tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan 
bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai 
tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 
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masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar 
orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan 
absolut atas keadilan. 
Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan 
bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis 
(tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 
pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai 
suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter 
teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu 
reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan 
teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi 
terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus 
retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus 
rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh 
suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka 
perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) 
Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) 
Pengimbalan/pengimbangan. 
Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis. 
Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam 
perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik 
karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat 
berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment 
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terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak 
diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman. Terhadap tekanan atas 
tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk 
pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang 
dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just 
desert model) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, 
yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi 
dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan 
sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang 
telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal 
melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain 
melakukan kejahatan. Dengan skema just desert ini, pelaku dengan kejahatan 
yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan 
yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada 
pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari 
teori just desert ini, yaitu: Pertama, karena desert theories menempatkan 
secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak 
dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti 
itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara 
para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman 
kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali 
memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara 
keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedomanpedoman pembeda 
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dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari 
penghukuman dan pihak yang menghukum. Di samping just desert model juga 
terdapat model lain yaitu restorative justice model yang seringkali dihadapkan 
pada retributive justice model.  
Van Ness menyatakan bahwa: 
“landasan restorative juctice theory dapat diringkaskan dalam beberapa 
karakteristik :  
a. Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to 
victims, communities and the offenders themself; only secondary is it 
lawbreaking.  
b. The overarching aim of the criminal justice process should be to 
reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.  
c. The criminal justice process should facilitate active participation by 
victims, offenders and their communities. It should not be dominated 
by goverment to the exclusion of others” 
 
Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa: 
  “Restorative justice model mempunyai beberapa karakteristik yaitu: 
a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang 
lain dan diakui sebagai konflik; 
b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan 
kewajiban pada masa depan; 
c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan 
restorasi sebagai tujuan utama. 
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas 
dasar hasil. 
f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social. 
g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative. 
h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah 
maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak 
pidana didorong untuk bertanggung jawab; 
i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak 
pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan 
yang terbaik. 
j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan 
ekonomis; dan 
k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif. 
 
31 
 
Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang 
melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan 
diganti dengan sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem 
peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara 
relatistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks 
sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih 
masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif 
daripada lembaga seperti penjara. Restorative justice menempatkan nilai yang 
lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu 
untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk 
memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki 
kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun 
sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat 
komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk 
menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah 
secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. 
Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas 
dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku 
dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. 
Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang 
paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka 
dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. 
Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan 
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untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang 
sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana 
memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak 
mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga 
mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, 
martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control. 
F.  Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana 
Hakekat dari pembentukan hukum pidana adalah mengatur kehidupan 
manusia agar tertib dan teratur. Pembentukan hukum pidana tentu saja harus 
memenuhi persyaratan sehingga dapat memenuhi perkembangan sosial yang 
terjadi di dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan 
sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku 
yang sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan 
segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan.  
Bertalian dengan masalah tersebut menarik apa yang dikatakan oleh 
Mochtar Kusumaatmaja mengatakan  bahwa:  
“Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana 
pembaharuan masyarakat”.  
 
Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) 
dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan 
diperlukan. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa 
(dwangorde); apabila oleh hukum suatu tindakan-tindakan tertentu tak 
diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan 
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tersebut akan dikenakan sanksi. Menurut Kelsen prinsip dari aturan hukum 
adalah: Jika dilakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, maka akan 
dikenakan sanksi sebagai akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum 
tersebut. Hubungan antar akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum 
dengan tindakannya itu sendiri adalah tidak sama dengan hubungan antara 
pemanasan sebatang besi dan akibatnya bahwa besi tersebut menjadi lebih 
panjang, sehingga hal tersebut bukan merupakan hukum casualitas.  
 Menurut Kelsen mengungkapkan bahwa:  “het onrechsgevolg wordt 
het onrecht toegerekend”.  Seberapa jauh hukum pidana dan sanksi pidana 
masih diperlukan untuk menanggulangi kejahatan? Kiranya terdapat beberapa 
pendapat mengenai hal ini. Beberapa pakar hukum pidana menolak 
penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. 
Sementara beberapa pakar yang lain justru berpendapat sebaliknya. Herbert L. 
Packer termasuk pakar yang menolak penggunaan hukum pidana dan sanksi 
pidana dengan alasan bahwa sanksi pidana merupakan peninggalan kebidaban 
masa lampau . Bahkan munculnya aliran positivisme dalam kriminologi yang 
menganggap pelaku adalah golongan manusia yang abnormal, menjadikan 
semakin kuatlah kehendak untuk menghapuskan pidana (punishment) dan 
menggantinya dengan treatment. 
Pakar hukum pidana yang mempunyai pandangan sebaliknya adalah 
pakar hukum pidana Indonesia, Roeslan Saleh dengan mengemukakan tiga 
alasan . Alasan pertama, diperlukan tidaknya hukum pidana dengan sanksi 
hukum pidana tidak terletak pada tujuan yang hendak dicapai, melainkan pada 
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persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu hukum pidana dapat 
mempergunakan paksaan-paksaan? Alasan kedua, bahwa masih banyak 
pelaku kejahatan yang tidak memerlukan perawatan atau perbaikan, meski 
demikian masih tetap diperlukan suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran 
norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. 
Alasan ketiga, ialah bahwa pengaruh pidana bukan saja akan dirasakan oleh si 
penjahat, tetapi juga oleh orang lain yang tidak melakukan kejahatan. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa: 
“ konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung 
konsekuensi segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan 
harus merupakan satu kesatuan yang terpadu” 
  
Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan 
menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain 
yang bersifat “nonpenal”. Usaha-usaha nonpenal ini dapat meliputi kebijakan 
sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal 
ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial atau pembangunan nasional. 
Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-
kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh 
preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, 
keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai 
kedudukan yang sangat strategis. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis 
ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. 
Mengenai upaya nonpenal yang mempunyai kedudukan sangat 
strategis ini dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut;  
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“bahwa upaya nonpenal ini harus ditujukan untuk menjadikan masyarakat 
sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara 
materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen”. 
 
 Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan 
sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang 
merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. 
Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan 
dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam 
upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan extra legal system atau 
informal and traditional system yang ada di masyarakat. Di samping upaya-
upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat 
kebijakan sosial dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam 
masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai 
sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu 
misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal 
dengan istilah techno-preventif dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari 
aparat penegak hukum). 
Di atas telah diuraikan bahwa penanggulangan dengan sarana hukum 
pidana (penal) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 
perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 
guna. Sehingga dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal 
ini terdapat dua masalah sentral yaitu: 
1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak 
pidana. 
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2. Masalah penentuan tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau 
dikenakan kepada pelanggar. 
Untuk menghadapi masalah sentral yang pertama, yang sering disebut 
masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai 
berikut: 
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil 
dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka 
penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 
mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, 
demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu 
perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas 
warga masyarakat. 
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan 
hasil (cost and benefit principle) 
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan 
sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).  
Selanjutnya dengan mengutip salah satu laporan dalam Simposium 
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang 
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 
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“masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah 
sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu 
sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh 
masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka 
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”. 
 
Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka bekerjanya sistem 
peradilan pidana (criminal justice system) menjadi prioritas utama dalam 
bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara sub 
sistem- sub sistem di dalam criminal justice system guna menanggulangi 
meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah: 
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi kejahatannya. 
Istilah “criminal justice system” menunjukkan mekanisme kerja dalam 
penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. 
Remington dan Ohlin mengemukakan: 
“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan 
sistem terhadap mekanisme pendekatan sistem mekanisme administrasi 
peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana merupakan suatu 
interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan 
sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung 
implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan 
dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala 
keterbatasan”.  
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Istilah sistem dari bahasa yunani “systema” yang mempunyai 
pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian whole 
compounded of several parts. Secara sederhana sistem ini merupakan 
sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan 
bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang 
rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner menyebutkan bahwa sistem 
tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk 
mencapai tujuan keseluruhan. Hagan membedakan pengertian antara 
“Criminal Justice Process” dan “Criminal Justice system” yang pertama 
adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka 
ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang 
kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat 
dalam proses peradilan. 
Criminal justice system pada hakikatnya merupakan sistem yang 
berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan 
negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak 
pidana dan korban kejahatan. 
Herbert L. Packer dalam bukunya yang terkenal “The Limits of the 
Criminal Sanction” mengemukakan bahwa: 
“ada dua model dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu Crime Control 
Model (CCM), dan Due Process Model (DPM). Kedua model tersebut di 
atas yang disoroti adalah sebuah usaha yang memberi petunjuk operasional 
terhadap kompleksnya nilai-nilai yang mendasarinya”.  
 
Hukum pidana sebagaimana disarankan oleh Packer adalah untuk 
menentukan dua sistem nilai yang berlawanan, yakni suatu ketegangan dari 
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yang terlibat dalam hal ini, yaitu para pembuat undang-undang, hakim polisi, 
pengacara dan penuntut umum, dimana masing-masing nilai menjadi 
gambaran bagi pihak yang terlibat dan selalu bertentangan pada setiap gerak 
sesuai dengan waktu dan tokoh yang diwakili pada tiap proses kriminal itu. 
Adapun nilai-nilai tersebut merupakan suatu alat bantu analisis dan 
pertentangan kedua model itu tidak absolut dan merupakan abstraksi dari 
masyarakat Amerika, serta merupakan suatu cara pemeriksaan tentang 
bagaimana suatu perundang-undangan itu berjalan atau diterapkan dalam 
Peradilan Pidana di Amerika. 
Kedua model tersebut di atas oleh Packer bukanlah label dari Das 
Sollen dan Das Sein, tetapi diartikan sebagai suatu hal yang mana baik dan 
tidak baik atau ideal, kedua model ini sebagai cara untuk memudahkan, bila 
membicarakan tentang tata kerja suatu proses yang dalam pelaksanaan sehari-
hari melibatkan suatu rangkaian yang terjadi dalam proses peradilan pidana. 
Adapun nilai dasar dari kedua model itu yakni bahwa peraturan perundang-
undangan itu harus ada terlebih dahulu perumusannya sebagai suatu tindak 
pidana yang diancam dengan pidana setiap pelanggarannya. Dan sebelum 
seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka peraturan 
perundang-undangan yang dibuat itu menjadi dasar utama bagi penegak 
hukum dalam penerapannya. 
Jika ternyata terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-
undangan itu, maka pelaku tindak pidana harus diproses oleh pejabat yang 
diberi kewenangan untuk mengabil tindakan hukum sejak tahap pengangkatan, 
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penahanan, sampai diadakan penuntutan di pengadilan. Kemudian dari 
kewenangan yang diberikan itu oleh Perundang-undangan, maka aparat 
penegak hukum dalam mengambil tindakannya terhadap tersangka harus 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Hak 
tersangka harus dihormati dan perlakuan terhadapnya tidak boleh sewenang-
wenang. 
Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana (criminal 
justice system) itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari politik 
kriminal yang menjadi bagian intergral dari kebijakan sosial. Politik kriminal 
ini merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 
menanggulangi kejahatan. 
Sehubungan dengan penegakan hukum pidana ini, maka Lawrence M. 
Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (legal system) menyatakan 
bahwa: 
“ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum 
(dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum (structure), substansi 
hukum (substance), dan budaya hukumya (legal culture). 
  
Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat melakukan 
analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem. Dari uraian yang 
dikemukakan friedman ini nampak bahwa unsur structure dari suatu sistem 
hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum 
tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem tersebut. 
Salah satu di antara lembaga tersebut adalah pengadilan. Sedangkan 
komponen substance mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari 
41 
 
structure, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa 
peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Lebih 
jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem 
hukum itu bukan hanya terdiri atas structure dan substance. Masih diperlukan 
adanya unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya 
hukum. 
Kerangka teori dalam menelaah criminal justice system terhadap 
penanggulangan tindak pidana dalam tatanan legal substance dapat dilihat dari 
rumusan Mochtar kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan 
yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan.masyarakat yang 
merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (Law as tool 
of social engineering). Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya 
adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan 
yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan 
pembangunan masyarakat tersebut. 
Berdasarkan teori di atas, peran criminal justice system terhadap 
penangulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba harus didasarkan pada 
pencapaian usaha untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan 
peredaran gelap Narkoba dengan mengarahkan secara integrited (terpadu) 
seluruh komponen perangkat aturan kriminalisasi penyalahgunaan Narkoba 
dan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kabupaten 
Bulukumba,  tepatnya di pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba dengan 
pertimbangan bahwa lokasi tersebut dipilih karena dianggap terkait dengan 
objek penelitian tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Berdasarkan masalah tersebut, maka jenis data yang digunakan adalah 
data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 
1. Data  primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian 
secara langsung dengan pihak terkait. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan 
peraturan perundang-undangan yang berkenang dengan pokok 
permasalahan yang dibahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam 
teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, 
wawancara (interview), observasi.  
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1. Teknik studi dokumen  
Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap 
penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun 
penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun 
aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang 
selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas 
bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.  
2. Teknik Wawancara (interview)  
Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di 
gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam 
kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada 
seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 
masalah penelitian kepada responden maupun informan. Data wawancara 
pada metode pengumpulan data ini digunakan sebagai data pelengkap dari 
data pustaka. 
D. Analisis Data 
Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan 
ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara 
pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
tentang sistem pemidanaan penyalahgunaan Narkoba, kemudian membuat 
sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi 
tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data 
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yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang 
sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, 
selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara 
deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan 
akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 
182/Pid.B/2012/PN.Blk)  
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu jenis pembagian hukum 
pidana adalah hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana 
formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang 
melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana 
materil). Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara 
pidana memuat peraturan tentang bagaimana memelihara atau 
mempertahankan hukum pidana materil, dan karena memuat cara-cara untuk 
menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Sedangkan hukum 
pidana materil adalah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan 
pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dihukum. 
Dari sisi hukum pidana materil, penulis akan menganalisis, apakah 
tuntutan jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana 
dan  kesalahan secara lengkap. 
Sebelum menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab 
sebelumnya. Penulis akan menguraikan ringkasan posisi kasus dalam putusan 
Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 182/Pid. B /2012/PN.Blk yaitu sebagai 
berikut: 
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1. Posisi kasus  
ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN, pada 
hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau 
setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan  September 
2012, bertempat di Dusun Paolotonge, Desa Barugae, Kecamatan 
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu 
tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan 
tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, barawal ketika Saksi I 
Muh. Yunus Bin H. Hasanuddin beserta rekannya yaitu saksi II 
Risman, SE Bin Ibrahim mendaptkan informasi dari masyarakat bahwa 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
diketahui memiliki narkotika jenis shabu-sabu yang kemudian setelah 
dilakukan pengembangan dari informasi tersebut maka dilakukan 
penyergapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penyergapan, 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
sedang berada di depan rumahnya dan petugas kepolisian langsung 
melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukannya 
barang bukti berupa plastic obat berisikan Kristal bening yang di duga 
shabu-sabu dari saku celana yang dipakai terdakwa sejumlah 2 (dua) 
paket dan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut 
sebagai miliknya. Terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN mendapatkan barang haram tersebut dari wilayah 
kerung-kerung Makassar dengan cara terdakwa mentransfer sejumlah 
uang yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang 
tidak diketahui identitasnya melalui Rekening Bank BRI Cabang 
Makassar yang nomor rekeningnya sudah dibuang oleh terdakwa, 
setelah uang yang ditransfer masuk ke rekening yang dituju maka 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
dihubungi melalui telephone dan diberitahukan kalau barang haram 
tersebut telah ditempelkan di sebuah mesin ATM BRI di jalan Veteran 
Selatan Makassar dan terdakwa segera mengambilnya. Terdakwa 
mengaku kalau membeli shabu-sabu untuk dipakainya sendiri. 
Kemudian terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN  berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-sabu 
segera diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses sesuai 
hukum. 
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratories kriminalistik 
Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri 
Cabang Makassar  dengan No. Lab : 1063/NNF/IX?2012 tanggal 10 
September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran 
Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 
berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfemina 
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dengan berat 0,0664 gram dan urine milik terdakwa yang telah habis 
dalam pemeriksaan Laboratorium terbukti mengandung Metamfemina. 
 
2. Dakwaan penuntut umum 
Penuntut umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan komulatif. 
Surat dakwaan dalam hukum merupakan landasan bagi hakim untuk 
melakukan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu surat dakwaan 
mesti terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang telah 
ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, dalam hal ini identitas terdakwa 
dan uraian secara cermat dan jelas serta lengkap tentang unsur tindak 
pidana yang didakwakan hanya melakukan satu perbuatan pidana yang 
juga dilakukan oleh seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa 
secara bersama-sama.  
DAKWAAN 
Primair 
 
ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN,pada 
hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau 
setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan  September 
2012, bertempat di Dusun Paolotonge, Desa Barugae, Kecamatan 
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu 
tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan 
tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, barawal ketika Saksi I 
Muh. Yunus Bin H. Hasanuddin beserta rekannya yaitu saksi II 
Risman, SE Bin Ibrahim mendaptkan informasi dari masyarakat bahwa 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
diketahui memiliki narkotika jenis shabu-sabu yang kemudian setelah 
dilakukan pengembangan dari informasi tersebut maka dilakukan 
penyergapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penyergapan, 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
sedang berada di depan rumahnya dan petugas kepolisian langsung 
melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukannya 
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barang bukti berupa plastic obat berisikan Kristal bening yang di duga 
shabu-sabu dari saku celana yang dipakai terdakwa sejumlah 2 (dua) 
paket dan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut 
sebagai miliknya. Terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN mendapatkan barang haram tersebut dari wilayah 
kerung-kerung Makassar dengan cara terdakwa mentransfer sejumlah 
uang yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang 
tidak diketahui identitasnya melalui Rekening Bank BRI Cabang 
Makassar yang nomor rekeningnya sudah dibuang oleh terdakwa, 
setelah uang yang ditransfer masuk ke rekening yang dituju maka 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
dihubungi melalui telephone dan diberitahukan kalau barang haram 
tersebut telah ditempelkan di sebuah mesin ATM BRI di jalan Veteran 
Selatan Makassar dan terdakwa segera mengambilnya. Terdakwa 
mengaku kalau membeli shabu-sabu untuk dipakainya sendiri. 
Kemudian terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN  berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-sabu 
segera diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses sesuai 
hukum. 
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratories kriminalistik 
Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri 
Cabang Makassar  dengan No. Lab : 1063/NNF/IX?2012 tanggal 10 
September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran 
Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 
berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfemina 
dengan berat 0,0664 gram dan urine milik terdakwa yang telah habis 
dalam pemeriksaan Laboratorium terbukti mengandung Metamfemina 
dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Subsidair 
ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN,pada 
hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau 
setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan  September 
2012, bertempat di Dusun Paolotonge, Desa Barugae, Kecamatan 
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu 
tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan 
tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
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- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, barawal ketika Saksi I 
Muh. Yunus Bin H. Hasanuddin beserta rekannya yaitu saksi II 
Risman, SE Bin Ibrahim mendaptkan informasi dari masyarakat bahwa 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
diketahui memiliki narkotika jenis shabu-sabu yang kemudian setelah 
dilakukan pengembangan dari informasi tersebut maka dilakukan 
penyergapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penyergapan, 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
sedang berada di depan rumahnya dan petugas kepolisian langsung 
melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukannya 
barang bukti berupa plastic obat berisikan Kristal bening yang di duga 
shabu-sabu dari saku celana yang dipakai terdakwa sejumlah 2 (dua) 
paket dan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut 
sebagai miliknya. Terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN mendapatkan barang haram tersebut dari wilayah 
kerung-kerung Makassar dengan cara terdakwa mentransfer sejumlah 
uang yakni Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang 
tidak diketahui identitasnya melalui Rekening Bank BRI Cabang 
Makassar yang nomor rekeningnya sudah dibuang oleh terdakwa, 
setelah uang yang ditransfer masuk ke rekening yang dituju maka 
terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
dihubungi melalui telephone dan diberitahukan kalau barang haram 
tersebut telah ditempelkan di sebuah mesin ATM BRI di jalan Veteran 
Selatan Makassar dan terdakwa segera mengambilnya. Terdakwa 
mengaku kalau membeli shabu-sabu untuk dipakainya sendiri. 
Kemudian terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN  berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-sabu 
segera diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses sesuai 
hukum. 
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratories kriminalistik 
Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri 
Cabang Makassar  dengan No. Lab : 1063/NNF/IX?2012 tanggal 10 
September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran 
Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 
berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfemina 
dengan berat 0,0664 gram dan urine milik terdakwa yang telah habis 
dalam pemeriksaan Laboratorium terbukti mengandung Metamfemina 
dan terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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3. Tuntutan penuntut umum  
Setelah melalui proses pembuktian dalam proses persidangan yaitu 
mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan jaksa 
penuntut umum menuntut terdakwa sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN bersalah melakukan “penyalahgunaan narkotika 
golongan I  bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan. 
3. Barang bukti : 2 (dua) paket yang terbungkus dalam kemasan plastik 
obat berwarna bening dangan cirri-ciri berbentuk Kristal bening 
dengan berat netto 0,0721 gram dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 
2000,. (dua ribu rupiah)  
 
4. Amar putusan 
Setelah majelis hakim memberikan pertimbangan hukum, maka 
sampailah pada amar putusan sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN sebagaimana identin tas tersebut di atas, telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. 
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan 
Negara. 
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 
2 (dua) sachet yang terbungkus dalam kemasan plastic obat berwarna 
bening dengan ciri-ciri berbentuk Kristal bening dengan berat netto 
0,0721 gram dirampas untuk dimusnakan. 
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6. Membabankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) 
 
5. Analisis penulis 
Dari segi hukum pidana formil, penulis ingin menganalisis apakah 
putusan tersebut di atas telah terpenuhi prosedur hukum acara pidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 81 tahun 1981 tentang 
kitab undang-undang Hukum Acara Pidana. 
Dalam putusan tersebut di atas telah memuat hal-hal dalam suatu 
putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 197 JO pasal 199 
KUHAP.  
Pasal 197 KUHAP mengatur sebagai berikut: 
1. Surat putusan pemidanaan memuat : 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tingal, agama, dan pekerjaan terdakwa 
c. Dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaaan 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat yang diperoleh dari pemeriksaan disidang 
yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
e. Tuntutan pidana sebagai mana terdapat dalam surat tuntutan 
f. Pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan 
pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
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putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. 
g. Hari dan tanggal diselenggarakannya musyawarah majelis hakim, 
kecuali perkara yang diperiksa hakim tunggal 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan dalam tindak pidana disertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan  
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti 
j. Keterangan kepada seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam penahanan atau 
dibebaskan  
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera  
2. Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, 
I, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hikum. 
3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam 
Undang-undang ini, putusan pengadilan harus didukung oleh dua alat 
bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 Jo pasal 185 
KUHAP.  
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Pasal 183 KUHAP mengatur sebagai berikut :  
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia 
peroleh bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Pasal 185 KUHAP mengatur sebagai berikut :  
1. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan 
di sidang pengadilan 
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya 
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
apabila disertai alat bukti yang sah lainnya. 
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu 
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti 
yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan 
yang lain sedemikian serupa, sehingga dapat memberikan 
kebenaran adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu 
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran 
saja, bukan merupakan keterangan saksi 
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus 
sungguh-sungguh memperhatikan : 
a. Penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain 
b. Penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain 
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c. Alas an yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan 
ketenangan yang tertentu 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya. 
Selanjutnya penulis menganalisis dari segi hukum pidana materil yakni 
persyaratan untuk dapat dipidananya seseorang. Dalam perkara di atas 
perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam 
dakwaan primair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur setiap orang  
2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri 
Ad.1 Unsur setiap orang  
Kata  “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang 
siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau 
pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan 
pidana atau subjek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat 
dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.  
Bahwa terdakwa atas nama ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN adalah laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, 
sehingga dipandang mampu dimintai pertanggungjawaban, dengan demikian 
unsur setiap orang telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari 
perbuatan pidana dan terbukti menurut hukum.  
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Ad. 2 Unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri 
Berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan 
keterangan terdakwa dan didukung barang bukti dan untuk memperoleh 
keyakinan terhadap suatu peristiwa tindakpidana maka di depan persidangan 
terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 september 2012 
sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa disergap oleh kepolisian ressor Bulukumba 
yaitu saksi M. Yunus dan saksi Risman di depan rumahnya di dusun 
Paolotonge Desa Barugae Kecematan Bulukumpa karena diduga memiliki 
Narkotika jenis sabu-sabu. Barangn bukti tersebut kemudian dilakukan 
pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Makassar, berdasarkan 
pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa urin milik terdakwa terbukti 
mengandung Metamfetamina dan tergolong Narkotika golongan I bagi diri 
sendiri. 
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Menerapkan Sanksi 
Pidana  Terhadap  Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/PN.Blk Tentang 
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Bulukumba  
Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu kasus oleh 
hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan 
dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hokuma), nilai sosiologis 
(kemanfaatan), fisiologis (keadilan). Dalam memutus suatu perkara, ketiga 
unsur diatas secara teoritis harus mendapatkan perhatian secara proposional 
dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk 
mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang 
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terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, 
dengan apa yang diinginkan  masyarakat, biasanya berkisar sejauhmana  
pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis 
(keadilan) ditampung didalamnya. 
Penelitian penulis yang dilakukan melalui wawancara dengan 
wawancara dengan Khairul, SH., MH (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba 
pada tanggal 20  Maret  2013) mengatakan bahwa: 
“Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan 
hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil 
pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk 
mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap  dalam persidangan 
merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu 
putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam 
mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting 
dan menentukanterhadap  hasil  putusan. Seoarang hakim dalam memutus 
suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran hokum (yuridis) 
dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seseorang hakim harus membuat 
keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan 
implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat”. 
 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 
dua kategori (Muhammad Rusli, 2007:211-2229), yaitu sebagai berikut: 
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis  
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain: 
a) Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah 
pemeriksaan di persidangan dilakukan.  Dakwaan  selain berisikan 
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identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu 
dilakukan. Dakwaaan  yang dijadikan pertimbangan haki adalah 
dakwaan yang telah dibacakan di depan siding pengadilan. 
b) Keterangan terdakwa  
Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan 
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan 
terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia 
ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus 
juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut  
umum, ataupun dari penasehat hukum. 
c) Keterangan saksi  
Keterangan saksi dapat di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang 
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam 
sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi 
menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim 
dalam putusannya. 
d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah 
menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga 
seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus 
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jeli dalan melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si terdakwa sudah 
memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-
undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan 
atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan 
kepadanya. 
2. Pertimbangan yang bersifat Non yuridis 
a) Latar belakang terdakwa 
Latar belakang perbuatan terdakwa adala setiap keadaan yang 
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. 
b) Akibat perbuatan terdakwa  
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa 
korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan 
terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula 
berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan 
ketentraman mereka senantiasa terancam. 
c) Kondisi terdakwa 
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis 
terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial 
yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia 
dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan 
adalah berkaitan dengan dengan perasaan yang dapat pula berupa 
tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-
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lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang 
dimiliki dalam masyarakat. 
d) Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila 
sekedar meletakkan kata” ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan 
harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim 
itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat 
kejahatan. 
Dari pertimbangan hakim tersebut apabila diaplikasikan dengan hasil 
hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Putusan Nomor 
182/Pid.B/2012/PN.BLK tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba 
maka penulis manganalisis mengenai pertimbangan yang digunakan hakim 
Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memutus perkara Nomor 
182/Pid.B/2012/PN.BLK yaitu: 
1. Adanya surat dakwaan  komulatif yang digunakan dalam persidangan. 
Dalam perkara di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik 
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Tahun 2009 tentang 
narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a  UURI Tahun 2009 tentang 
Narkotika, dan Pasal-pasal dari KUHP serta peraturan lain yang 
bersangkutan. 
2. Adanya tuntutan dari penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan 
yang kemudian atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan 
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keberatan hukum, dan ditanggapi oleh penuntut hukum untuk bertahan 
pada tuntutannya. 
3. Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur dalam 
pasal 184 KUHP, bahwa yang dapat disebut sebagai berikut yaitu: 
a. Keterangan  saksi 
b. Keterangan  ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa. 
Dalam putusannya, pada perkara Nomor 182/Pid. B/2012/PN.BLK. 
Hakim yang memutus perkara dengan terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als 
IPPONG Bin TAMAJUDDIN tersebut telah memeriksa alat bukti yang sah 
yang diajukan dimuka persidangan. Alat bukti dalam kasus ini berupa 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, serta barang bukti. 
1. Keterangan saksi  
Dalam perkara pidana, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 
yang utama. Agar alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian 
sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang harus memnuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a) Harus mengucapkan sumpah atau janji 
Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHP, yang berbunyi 
”sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah 
atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan 
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memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari dari pada 
yang sebenarnya”. 
b) Mendengar, melihat dan mengalami 
Dalam pasal 1 angka 27 KUHP, telah dijelaskan bahwa kesaksian yang 
dapat digunakan dalam persidangan adalah keterangan yang saksi liat 
sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, serta menyebut alasan dari 
pengetahuan  itu. hal ini sangat berkaitan dengan saksi de auditu, yaitu 
keterangan yang diperoleh dari orang lain, bukanlah merupakan alat 
bukti yang sah, karena keterangan seorang saksi yang hanya 
mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, hal ini 
tercantum dala Pasal 185 ayat 5 KUHP. 
c) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup sebagai alat bukti. 
Pengaturan mengenai hal ini dalam Pasal  185 ayat (2) KUHP, 
“keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. 
Dari adanya hal tersebut, maka dalam upaya pembuktiannya, jaksa 
penuntut umum harus mendapatkan keterangan dari saksi yang 
jumlahnya lebih dari satu. Sehingga hakim dapat mendengar dan 
mempertimbangkan keterangan yang muncul dari setiap saksi untuk 
dinilai kesesuaian anatara yang satu dengan yang lain. Karena dalam 
pasal 185 ayat (4) sendiri dalam persidangan, tanpa adankya hubungan 
antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu 
kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sangatlah tidak 
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berguna. Karena apabila kesaksian yang diberikan adalah yang 
sesungguhnya harusnya terdapat benang merah yang dapat 
disimpulkan sebagai bukti terjadinya tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa. 
Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 
182/Pid.B/2012/PN.BLK, dengan terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als 
IPPONG Bin TAMAJUDDIN,  penulis akan memberikan analisis 
mengenai saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai 
keterangannya, dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas syarat 
keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: 
a) Sebelum memberikan kesaksiannya dimuka persidangan para saksi 
telah disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan 
yang para saksi anut, sehingga diharapkan hal yang diceritakan oleh 
para saksi adalah sesungguhnya mereka lihat dan alami sendiri. 
b) Keterangan skasi yang diberikan oleh masing-masing saksi, saling 
berkesuaian anatara satu dengan yang lainnya, bahkan berhungan erat 
dengan pengakuan terdakwa. Sehingga hal ini dapat menambah 
keyakinan hakim mengenai perkara yang didakwakan kepada 
terdakwa. 
c) Para saksi diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG 
Bin TAMAJUDDIN,  masing-masing memberikan keterangannya 
dimuka sidang pengadilan. 
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d) Dalam pelaksanaan pembuktian dipersidangan dengan terdakwa 
ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN telah 
dihadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: M. YUNUS Bin H. 
HASANUDDIN dan RISMAN, SE Bin IBRAHIM, dalam persidangan 
telah berhasil dihadirkan saksi untuk dimintai keterangannya, yang 
berjumlah lebih dari satu orang  saksi yaitu berjumlah 2 (dua) orang. 
Dari saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan untuk dimintai 
keterangannya, keterangan yang diberikan oleh para saksi tidak sendiri 
namun saling berkesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi 
yang lainnya. 
2. Keterangan terdakwa  
Terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN 
dalam persidangan mengakui dan membenarkan keterangan yang 
diberikan oleh para saksi serta terdakwa tidak merasa keberatan. Hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP 
yang menyebutkan “keteranngan terdakwa adalah apa yang terdakw 
a nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri”. Serta dalam keterangan dalam ayat (4) 
yang menyebutkan “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. 
Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memberikan hukuman 
terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
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dan meringankan terdakwa yaitu sesuai dengan Pasal 197 ayat (1)  huruf f 
KUHP. 
- Hal-hal yang memberatkan  
Perbuatan terdakwa telah terbukti tersebut semakin menambah angka 
penyalahgunaan narkotika dari peruntukannya di daerah Bulukumba. 
- Hal-hal yang meringankan  
1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang 
mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannnya 
persidangan. 
2. Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa akan datang. 
3. Terdakwa belum pernahi  dihukum. 
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari 
nafkah. 
5. Jumlah shabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa berat 
nettonya hanya 0,0721 gram. 
2. Keterangan ahli 
Keterangan ahli yang diajukan ke persidangan sehubungan dengan 
pengetahuan saksi ahli RISMAN, SE Bin IBRAHIM yang berkaitan 
dengan kasus tersebut, yang dapat dijadikan salah satu alat bukti yang 
sah. 
3. Barang bukti 
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Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan 
juga ditemukannya barang bukti, yaitu 2 (dua) sachet shabu-sabu yang 
terbungkus dalam kemasan plastic obat berwarna bening dengan cirri-
ciri berbentuk kristal bening dengan berat netto 0,0721 gram. 
Dalam perkara di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur 
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Tahun 
2009 tentang narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Tahun 2009 
tentang Narkotika.  
Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 
182/Pid. B/2012/PN.BLK  jaksa penuntut umum sependapat dengan majelis 
hakim terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa ILHAMSYAH 
Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN, karena sanksi yang dijatuhkan 
sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. 
Namum penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan 
kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari dari ancaman 
maksimalnya pidananya yaitu 4 (empat) tahun penjara, dimana dalam hal ini 
penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan rasa 
takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Selain itu 
tidak akan menimbulkan efek jerah bagi pelakunya. Pemberian efek jerah dan 
daya cegah disini dimaksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang 
tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu mnasyarakat 
akan mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya 
efek jerah bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. 
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Namum hakim juga mempunyai kebebansan dan kekuasaan dalam 
menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yakni berdasarkan dari jaksa penuntut 
umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh  jaksa penuntut umum 
sendiri. Tetapi walaupun demikian hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan  
itu mempunyai efek psikologi (efek jerah bagi para pelakunya).  
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Untuk 
Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 
182/Pid.B/2012/Pn.Blk) Kabupaten Bulukumba. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap hakim di 
Pengadilan Negeri Bulukumba dan Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.Blk 
maka penulis dapat menganalisa terhadap pelaksanaan hukum untuk 
mengatasi penyalahgunaan narkotika yang berupa  pengobatan dan atau 
perawatan belum dapat dilaksanakan dengan baik adalah: 
1. Belum adanya Keputusan Menteri Kesehatan yang menunjuk secara 
khusus rumah sakit atau panti rehabilitasi sebagai tempat untuk membina 
terpidana pemakai narkotika di Kabupaten Bulukmba. 
2. Pemakai narkotika yang diadili tidaklah termasuk kelompok pemakai 
narkotika yang dapat dikategorikan sebagai pemakai yang sudah mencapai 
tingkat kecanduan tetapi hanya sebagai pemakai coba-coba sehingga 
membutuhkan pengobatan dan atau perawatan. 
3. Masih terdapatnya anggapan dalam masyarakat mengenai pemakai 
narkotika sebagai pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan 
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keresahan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa 
pemakai narkotika pun harus dipidana penjara. 
Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 53  Tahun 2009 
tentang Narkotika  menyebutkan bahwa “ Pecandu Narkotika dan korban 
Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosia”. Sehingga fasilitas rehabilitasi guna keperluan pengobatan dan/atau 
perawatan bagi pemakai narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh 
Menteri Kesehatan. Akan tetapi. Hingga sekaran ini di Kabupaten Bulukumba 
ketentuan tersebut belum ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu 
pertimbangan hakim untuk tidak memutuskan pemakai narkotika untuk 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit atau panti 
rehabilitasi tertentu, sebab tanpa adanya peraturan yang menetapkan rumah 
sakit atau panti rehabilitasi khusus untuk terpidana pemakai narkotika akan 
membuat jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan tidak mempunyai dasar 
hukum yang kuat untuk menempatkan terpidana ke dalam rumah sakit atau 
panti rehabilitasi karena tidak jelas rumah sakit atau panti rehabilitasi mana 
yang ditunjuk oleh pemerintah. 
Oleh karena itu sarana dan prasarana untuk rehabilitasi khusus 
terpidana pemakai narkotika itu harus dibuat terlebih dahulu. Sarana dan 
prasarana itu harus didukung oleh peraturan yang jelas mengenai anggaran 
biaya bagi pengobatan dan/atau perawatan terhadap terpidana, standar 
pengobatan yang diterapkan serta peraturan perundang-undangan  dan 
peraturan pelaksanaan yang secara jelas dan tegas mengatur. Setelah semua itu 
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terbentuk  baru hakim dapat memutuskan terpidana pemakai narkotika untuk 
menjalani rehabilitasi. 
Beberapa hakim yang pernah menangani kasus mengenai pemakai 
narkotika berpendapat bahwa hakim mengadili berdasarkan undang-undang 
sehingga hakim memutuskan seorang pemakai narkotika untuk pidana penjara 
kerena undang-undang narkotika mengaturnya.  
Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 182/Pid.B/2012/Pn.BLK, 
dengan terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN. Dalam amar putusannya disebutkan bahwa: 
1. Menyatakan terdakwa ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin 
TAMAJUDDIN sebagaimana identin tas tersebut di atas, telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. 
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan 
Negara. 
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 
2 (dua) sachet yang terbungkus dalam kemasan plastic obat berwarna 
bening dengan cirri-ciri berbentuk Kristal bening dengan berat netto 0,0721 
gram dirampas untuk dimusnakan. 
6. Membabankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000 (dua ribu rupiah). 
 
Melihat hal diatas, terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dan 3 (tiga) bulan. Hakim dalam memutuskan kasus ini berpatokan pada 
pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara 
yang dimaksud, tanpa adanya rehabilitasi. Hal ini menjadi hambatan-hambatan 
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dan kendala  dalam penegakan hukum untuk mengatasi penyalahgunaan 
narkotika di Kabupaten Bulukumba.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian bab sebelumnya maka penulis dapat menarik 
kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Penerapan sanksi pidana yang dilihat dari hukum pidana meteril yang 
dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 
182/PID.B/2012/PN.BLK, tentang tindak pidana penyalagunaan narkotika 
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam 
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 
127  ayat (1) huruf  UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah 
tepat digunakan oleh majelis hakim. Selanjutnya penerapan sanksi yang 
dilihat dari hukum formil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP. 
2. Dari penelitian mengenai hal tersebut ditemukan, bahwa ada beberapa hal 
yang ,menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara 
yaitu fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa 
keadilan hakim yang mengacu pada yurisprudesi serta ketentuan hukum 
yang mengatur tentang perkara  yang ditangani, dalam hal ini Pasal 112 
ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127  ayat 
(1) huruf  UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya 
majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
ILHAMSYAH Als ILE Als IPPONG Bin TAMAJUDDIN telah 
71 
 
mempertimbangkan pada beberapa hal, baik hal-hal yang memberatkan, 
serta hal-hal yang meringankan terdakwa. 
3. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Untuk 
Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Putusan Nomor 
182/Pid.B/2012/Pn.Blk) yaitu tidak adanya Rumah Sakit atau panti 
rehabilitasi tertentu yang ditunjuk sebagai tempat rehabilitasi bagi pemakai 
narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. 
B. Saran-Saran 
Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini sesuai dengan 
permasalahan yang terrjadi maka penyusun memberikan sedikit saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi pemerintah dapat merancang dan mempertegas hukuman bagi para 
pengedar maupun pengguna untuk menghindari semakin meluasnya 
jaringan pengedar dan pengguna. 
2. Supermasi hukum perlu ditegakkan, terutama kepada para pengguna 
narkotika. Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat 
penyalahgunaan narkotika maka perlu diberi sanksi atau hukuman yang 
seberat-beratnya dan tidak pandang  bagi pengguna narkotika, biula perlu 
hukuman penjara seumur hidup bahkan jika perlu hukuman mati bagi 
orang yang memproduksi (pemilik pabrik) dan orang-orang yang terlibat 
didalamnya. 
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3. Penelitian terhadap tindak pidana penyalagunaan narkotika masih terdapat 
banyak kelemahan, oleh karena itu masih memerlukan kajian lebih lanjut 
untyuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif. 
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